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KATA PENGANTAR 
 

 
 Segala puji bagi Allah SWT atas hidayah dan taufik-Nya 

sehingga buku berjudul “Hukum Kewarisan Islam antara Teori dan 

Praktek” ini dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam buat Nabi 

Muhammad SAW yang telah membawa cahaya kebenaran dengan 

penuh perjuangan untuk seluruh umat manusia. 

Hukum Kewarisan Islam atau waris merupakan salah satu 

kompetensi absolut Pengadilan Agama. Meskipun sebagian laki-laki 

Minang tidak mau mengambil harta warisan peninggalan 

orangtuanya karena telah diberikan kepada saudara perempuan dan 

kemenakan perempuannya, namun masih banyak juga yang ingin 

memperoleh harta warisan tersebut. Bahkan sebagian laki-laki 

tersebut ingin mendapatkan harta warisan lebih dari ketentuan, 

padahal itu semua sudah dijelaskan oleh Allah SWT di dalam al-

Qur’an dan melalui sunnah Rasulullah SAW.  

Buku ini dapat menawarkan bahwa pembagian harta warisan 

itu ketika pewaris meninggalkan ayah, ibu, anak laki-laki, anak 

perempuan, suami atau isteri tidaklah sesulit yang dibayangkan, 

karena kewarisan seperti ini sudah berlaku secara umum. Lain 

halnya ketika pembagian harta warisan itu membutuhkan ijtihad 

dalam menyelesaikannya karena ada hal-hal yang membuatnya 

butuh ijtihad dalam penyelesaiannya. Sekaligus semoga buku ini 

dapat memberikan gambaran kepada para pembaca terkait berbagai 

hal yang perlu diselesaikan sebelum pembagian harta warisan 

tersebut.  
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Penulis menyadari, bahwa buku ini masih terdapat 

kekurangan, dan demi perbaikannya di masa depan sangat 

mengharapkan saran dari para pembaca. Terakhir, terimakasih 

penulis ucapkan kepada bapak/ibuk pimpinan Universitas Islam 

Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dan bapak/ibuk 

yang telah memberikan bantuan moril sehingga buku referensi ini 

dapat penulis selesaikan. Semoga Allah SWT melipatkangandakan 

amal shaleh untuk bapak/ibu dimaksud. Amin.  

            

Bukittinggi, Mei 2023 

Penulis 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

 

Dari segi aturan kehidupan manusia secara umum dapat 

dikelompokkan kepada dua kelompok. Pertama, terkait hubungan 

lahir manusia dengan Allah SWT sebagai penciptanya. Aturan dalam 

kelompok ini dinamakan dengan hubungan ibadat, yang antara lain 

bertujuan untuk memelihara hubungan antara manusia dengan Allah 

SWT yang sering dikenal dengan hablun min Allah. Kedua, terkait 

hubungan antara sesama manusia dan alam sekitarnya yang 

dinamakan dengan bidang muamalah, yang bertujuan untuk 

memelihara hubungan antara sesama manusia dan alam sekitarnya. 

Kedua kelompok ini perlu dipelihara dengan baik agar manusia 

dapat menjaga dan menjalani kehidupan yang lebih baik, agar ia 

terlepas dari kemiskinan, kehinaan, dan kemarahan dari yang Maha 

Pencipta.  
Banyak aturan terkait untuk menjaga hubungan baik antara 

sesama manusia yang salah satunya adalah tentang kewarisan yang 

berasal dari harta ketika salah seorang meninggal dunia. Harta yang 

ditinggalkan oleh salah seorang keluarga yang meninggal dunia 

perlu pengaturan tentang siapa saja yang akan mendapatkan harta 

warisan, berapa bagiannya masing-masing, dan bagaimana cara 

mendapatkannya sesuai aturan sehingga antara satu sama lain tidak 
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memakan harta yang bukan haknya, termasuk hak dari sesama ahli 

waris. 

Peraturan tentang warisan dijelaskan oleh Allah di dalam al-

Qur’an yang sudah sangat jelas maksud dan arahnya. Namun kadang 

di antara ahli waris yang ditinggalkan itu sangat berbeda antara satu 

sama lainnya, dan untuk menyelesaikannya perlu memahami 

sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui haditsnya. 

Begitupula dengan kitab-kitab ilmu faraid yang ditulis oleh para 

ulama sebelumnya dapat juga sebagai bahan rujukan untuk 

memahami pembagian warisan itu. 

Bagi umat Islam di Indonesia, persoalan waris merupakan 

salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama. Ketika di antara 

para ahli waris yang ingin menetapkan bahwa ia sebagai ahli waris, 

termasuk pembagian harta warisan itu sendiri dapat mengajukan 

perkaranya ke Pengadilan Agama. Namun banyak juga masyarakat 

yang dapat membagi harta warisan itu sendiri, baik dengan 

membaginya sendiri ketika ada di antara anggota keluarga yang 

memahami pembagian warisan tersebut, bertanya kepada para 

ulama atau orang-orang yang memahami pembagian warisan 

dimaksud.  

Namun sebagian dalam persoalan harta warisan ini ingin 

mendapatkan lebih, kadang malah bagi ahli waris yang ketika 

pewaris masih hidup kurang memiliki hubungan baik, bahkan yang 

seperti inipun sebagian ingin memperoleh harta warisan. Apalagi 

dengan banyak persoalan di antara satu sama lain dalam pembagian 

warisan, maka tentu penjelasan tentang pembagian warisan masih 

sangat penting bagi masyarakat. Untuk mengisi salah satu ruang 

dimaksud maka buku hukum kewarisan Islam antara teori dan 

praktek ini sangat penting bagi masyarakat, termasuk bagi orang-

orang yang ingin mendalami dan membagi harta warisan sesuai 

aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT, dan Rasulullah SAW. 
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BAB II 
 

PENGERTIAN DAN SUMBER HUKUM 
KEWARISAN ISLAM 

 

 

 

A. Pengertian Hukum Kewarisan 

Ilmu yang mempelajari tentang kewarisan disebut dengan ilmu 

mawaris atau lebih dikenal dengan istilah faraid. Kata faraid 

merupakan bentuk jamak dari kata tunggal faridah, artinya 

ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang telah diatur secara rinci 

di dalam al-Qur’an. Secara terminologis, fikih mawaris adalah ilmu 

yang mempelajari tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli 

waris, siapa yang tidak, berapa bagian-bagiannya masing-masing 

dan bagaimana cara menghitungnya.1 Hasby As-Shiddiqi 

memberikan pengertian fiqh mawaris dengan ilmu yang dengan dia 

dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak 

dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris 

serta cara pengembaliannya.2 

Berdasarkan defenisi ini dapat dipahami bahwa bahasan 

hukum kewarisan Islam yang pertama adalah siapa saja yang 

termasuk ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan. Secara 

                                                 
1Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2013), Cet. Ke-1, h. 11, lihat juga Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, (Bandung:Pustaka 
Setia, 2006), h. 11 

2Endang Sriani, Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender, 
Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 1, Nomor 2, 2018, h. 137  
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umum ahli waris itu cukup banyak, baik ahli waris kelompok laki-laki 

maupun ahli waris dari kelompok yang perempuan. Ketika ahli waris 

itu masing-masing kelompok ada yang mewakilinya, maka tidak 

semuanya yang akan mendapatkan harta warisan, karena ada ahli 

waris yang lebih dekat kepada pewaris. Dari sekian banyak ahli waris 

yang berhak mendapatkan harta warisan, maka ahli waris yang tidak 

akan terhalang oleh ahli waris yang lain adalah suami atau isteri, 

anak perempuan, anak laki-laki, ayah dan ibu. 

Ahli waris yang tidak terhalang ini jika ada semuanya seperti 

ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri 

termasuk kepada pembagian yang tidak sesulit dalam persoalan 

pembagian warisan dalam bentuk masalah ijtihadiyah. Boleh 

dikatakan dalam persoalan ini lebih mudah membaginya daripada 

ketika membagi harta warisan itu membutuhkan ijtihad dalam 

menyelesaikannya termasuk ijtihad dari majelis hakim Pengadilan 

Agama ketika perkara tersebut diajukan oleh para pihak ke 

pengadilan.    

Setelah mengetahui ahli waris yang mendapatkan harta 

warisan, berikutnya mengetahui berapa bagian masing-masing ahli 

waris tersebut. Secara umum dari bagian ini jelas tidak sama, karena 

bagian untuk laki-laki kelihatannya lebih banyak dari perempuan, 

dan bagian anak lebih banyak pula ketika dilihat kepada bagian 

orangtua. Pedoman yang menjadi dasar untuk menentukan bagian-

bagian ini tentu merujuk kepada al-Qur’an sebagai sumber utama, 

kemudian hadits dari Rasulullah SAW, seperti bagian nenek.  

Pemahaman tentang berapa bagian masing-masing ahli waris 

berdasarkan al-Qur’an dan hadits sangat penting apalagi mengingat 

di antara ahli waris ada yang mempertanyakan kenapa ia 

mendapatkan harta warisan sebanyak itu, atau kenapa yang lain 

lebih banyak mendapatkan harta warisan. Di ujung ayat tentang 

kewarisan bahwa semua bagian-bagian yang terdapat dalam al-

Qur’an merupakan ketentuan dan ketetapan dari Allah SWT.    
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Berikutnya yang sangat penting adalah melaksanakan 

pembagian sesuai dengan aturan dan sumber khususnya dalam al-

Qur’an dan hadits. Ketika ahli warisnya seperti keluarga pada 

umumnya yang terdiri dari ibu dan ayah, anak laki-laki dan anak 

perempuan, serta suami atau isteri, maka dalam hal ini 

pembagiannya tidak terlalu sulit dan belum membutuhkan rujukan 

ijtihad para ulama dalam menyelesaikannya. Dengan memahami 

yang umum ini maka besar harapan seseorang akan mampu 

menyelesaikan persoalan dalam berbagai bentuknya.   

 

B. Sumber Hukum Kewarisan Islam 
Sumber utama dalam hukum kewarisan Islam sebagaimana 

terdapat di dalam al-Qur’an maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW 

antara lain sebagai berikut:    

1. Ayat-ayat al-Qur’an terkait warisan: 
a. Al-Qur’an surah al-Nisa’ ayat 7: 

             

                  

      

 
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian 

(pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik 

sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. 
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b. Al-Qur’an surah al-Nisa’ ayat 8: 

            

                 

 
Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim 

dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu 

(sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang 

baik. 

 

c. Al-Qur’an surah al-Nisa’ ayat 9: 

               

              

 
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang 

lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. 

Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 

hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. 

 

d. Al-Qur’an surah al-Nisa’ ayat 10: 

               

           
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b. Al-Qur’an surah al-Nisa’ ayat 8: 

            

                 

 
Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim 

dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu 

(sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang 

baik. 

 

c. Al-Qur’an surah al-Nisa’ ayat 9: 

              

              

 
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang 

lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. 

Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 

hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. 

 

d. Al-Qur’an surah al-Nisa’ ayat 10: 

               

           

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim 

secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh 

perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-

nyala (neraka). 

 

e. Al-Qur’an surah al-Nisa’ ayat 11: 

                 

                       

                 

                     

                     

                 

              

 
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian warisan 

untuk) anak-anakmu yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama 

dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu 

semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua 

pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu 

seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta, dan untuk 
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dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari 

harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai 

anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia 

diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat 

sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 

saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia 

buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang 

tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 

antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. 

Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

 

f. Al-Qur’an surah al-Nisa’ ayat 12: 

                    

                

                

                

                    

                   

                
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dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari 

harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai 

anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia 

diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat 

sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 

saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia 

buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang 

tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 

antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. 

Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

 

f. Al-Qur’an surah al-Nisa’ ayat 12: 

                    

                

                

                

                    

                   

                

                       

             

 

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai 

anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu 

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah 

dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar 

utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu 

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu 

mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan 

dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang 

kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika 

seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang 

tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 

mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang 

saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari 

kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-

saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka berserikat 

dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat 

olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi 

mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang 

demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

  

Pada ayat berikutnya yaitu ayat 13 dan 14 menegaskan 

tentang pelaksanaan ketentuan dua ayat di atas. Bagi yang 

melaksanakannya akan mendapat pahala, berupa dimasukkan 

surga selama-lamanya. Begitu juga sebaliknya, orang yang 
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dengan sengaja mendurhakai hukum Allah dan melampui 

batas-batas ketentuan Allah, kelak akan menerima balasan 

yang sangat menyakitkan, siksa yang amat pedih. 

Memperhatikan isi kandungan ayat-ayat di atas, 

menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang bagian warisan 

bagi masing-masing ahli waris (seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 

dan 2/3 serta bagian sisa/asabah) merupakan ketentuan 

hukum final yang tidak bisa diubah lagi, kecuali dalam 

masalah-masalah tertentu.  

 

g. Al-Qur’an surah al-Nisa’ ayat 13: 

               

                

     

 
(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari 

Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya 

Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir 

didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; 

dan itulah kemenangan yang besar. 

 

h. Al-Qur’an surah al-Nisa’ ayat 14: 

                   

           
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dengan sengaja mendurhakai hukum Allah dan melampui 

batas-batas ketentuan Allah, kelak akan menerima balasan 

yang sangat menyakitkan, siksa yang amat pedih. 

Memperhatikan isi kandungan ayat-ayat di atas, 

menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang bagian warisan 

bagi masing-masing ahli waris (seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 

dan 2/3 serta bagian sisa/asabah) merupakan ketentuan 

hukum final yang tidak bisa diubah lagi, kecuali dalam 

masalah-masalah tertentu.  

 

g. Al-Qur’an surah al-Nisa’ ayat 13: 

               

                

     

 
(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari 

Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya 

Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir 

didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; 

dan itulah kemenangan yang besar. 

 

h. Al-Qur’an surah al-Nisa’ ayat 14: 

                   

           

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan 

melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah 

memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di 

dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. 

 

i. Al-Qur’an surah al-Nisa’ ayat 33: 

                  

                 

        

 
Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan 

ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. 

Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia 

dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. 

Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. 

 

j. Al-Qur’an surah al-Nisa’ ayat 176: 

                  

                        

                       
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                         

              

 
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). 

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah 

(yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai 

anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi 

saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang 

ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai 

(seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai 

anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi 

keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang 

meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) 

saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang 

saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara 

perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya 

kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 

 

k. Al-Qur’an surah al-Anfal ayat 75: 

               

                   
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                          

              

 
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). 

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah 

(yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai 

anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi 

saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang 

ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai 

(seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai 

anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi 

keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang 

meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) 

saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang 

saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara 

perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya 

kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 

 

k. Al-Qur’an surah al-Anfal ayat 75: 

               

                   

                    

        

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah 

serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk 

golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan 

kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya 

(daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 

 

2. Hadits Rasulullah SAW: 

Di antara hadits yang menyatakan tentang bagian masing-

masing ahli waris yang secara umum adalah hadits Riwayat 

Bukhari dan Muslim yang menyatakan: ‘Berilah orang-orang yang 

mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-

masing, sedangkan kelebihannya diberikan kepada asabah yang 

lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukahri 

Muslim) 
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BAB III 
 

RUKUN DAN SYARAT KEWARISAN 
 

 

 

A. Rukun Kewarisan 

Rukun dan syarat merupakan dua hal yang seiring sejalan 

dalam terpenuhinya sesuatu, keduanya saling menentukan dengan 

sedikit perbedaan di antara keduanya. Rukun secara sepintas dapat 

dipahami sebagai sesuatu yang berkaitan dengan sahnya sesuatu 

dan ia bagian dari sesuatu itu, sementara syarat berada di luar dari 

sesuatu itu. Seperti membaca al-Fatihah dalam shalat yang berada 

dalam shalat itu sendiri, maka membaca al-Fatihah merupakan 

rukun dari shalat. Sementara berwudhu juga sangat penting ketika 

melaksanakan shalat tetapi berwudhu di luar dari shalat, maka 

berwudhu termasuk syarat dari shalat. Tetapi ketika pertanyaan 

diarahkan apakah membasuh muka itu termasuk rukun atau syarat, 

jika pertanyaan itu terhadap berwudhunya, maka membasuh muka 

termasuk bagian dari berwudhu’ maka ia termasuk rukun dari 

berwudu’, begitu gambaran seterusnya untuk menentukan apakah 

termasuk rukun atau syarat. 

Begitupula antara rukun dan syarat dalam pembagian harta 

warisan. Meskipun ketika membahas rukun dan syarat kewarisan ini 

belum sampai membagi harta warisan itu sendiri, tetapi keduanya 

sangat penting dalam pembagian harta warisan itu. Ada beberapa 

syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan, sebagian 
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BAB III 
 

RUKUN DAN SYARAT KEWARISAN 
 

 

 

A. Rukun Kewarisan 

Rukun dan syarat merupakan dua hal yang seiring sejalan 

dalam terpenuhinya sesuatu, keduanya saling menentukan dengan 

sedikit perbedaan di antara keduanya. Rukun secara sepintas dapat 

dipahami sebagai sesuatu yang berkaitan dengan sahnya sesuatu 

dan ia bagian dari sesuatu itu, sementara syarat berada di luar dari 

sesuatu itu. Seperti membaca al-Fatihah dalam shalat yang berada 

dalam shalat itu sendiri, maka membaca al-Fatihah merupakan 

rukun dari shalat. Sementara berwudhu juga sangat penting ketika 

melaksanakan shalat tetapi berwudhu di luar dari shalat, maka 

berwudhu termasuk syarat dari shalat. Tetapi ketika pertanyaan 

diarahkan apakah membasuh muka itu termasuk rukun atau syarat, 

jika pertanyaan itu terhadap berwudhunya, maka membasuh muka 

termasuk bagian dari berwudhu’ maka ia termasuk rukun dari 

berwudu’, begitu gambaran seterusnya untuk menentukan apakah 

termasuk rukun atau syarat. 

Begitupula antara rukun dan syarat dalam pembagian harta 

warisan. Meskipun ketika membahas rukun dan syarat kewarisan ini 

belum sampai membagi harta warisan itu sendiri, tetapi keduanya 

sangat penting dalam pembagian harta warisan itu. Ada beberapa 

syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan, sebagian 

mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Rukun pembagian 

warisan ada tiga, yaitu: 

1. Al-Muwarris atau pewaris.  

Pewaris dalam literatur fikih disebut dengan al-muwarris, 

ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan 

sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih 

hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris 

kepada ahli waris berlaku sesudah meninggalnya pewaris, maka 

kata pewaris itu tepat untuk pengertian seseorang yang telah 

meninggal. Atas dasar prinsip ijbari maka pewaris menjelang 

meninggal tidak berhak menentukan siapa yang akan 

mendapatkan harta yang ditinggalkannya, karena semuanya telah 

ditentukan secara pasti oleh Allah SWT. Kemerdekaannya untuk 

bertindak atas harta itu terbatas pada jumlah sepertiga dari 

hartanya tersebut.3  

Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam 

hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya adalah untuk 

menjaga hak ahli waris. Tidak berhaknya pewaris untuk 

menentukan yang akan menerima hartanya ialah untuk tidak 

terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah 

ditentukan oleh Allah SWT. 

Secara sepintas ijbari dalam pembagian harta warisan itu 

sendiri berarti bahwa selain seseorang ketika sudah ada tanda-

tanda di ujung akhir kehidupannya atau sudah ada tanda-tanda 

kematian maka sudah dalam keadaan terpaksa untuk 

menentukan siapa saja yang dapat dari hartanya. Ijbari di sini 

terkait dengan ketentuan bahwa hartanya itu akan beralih kepada 

ahli waris yang sudah dijelaskan dalam al-Qur’an dan sunnah. 

Begitupula ijbari dalam bagian yang diterima oleh masing-masing 

ahli waris.  

 

                                                 
3Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), 204 
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Meskipun ada di antara masyarakat yang menyatakan 

ketidakpuasannya kenapa ia dapat 1/6 seperti orangtua (ayah 

atau ibu) umpamanya, lalu dengan ketidaktahuannya ia bertanya 

kepada orang-orang yang mengetahui atau mengajukan 

permohonan ke Pengadilan Agama, tetapi bagian yang 1/6 itu 

pada dasarnya tidak akan berubah karena itu sudah merupakan 

ketentuan yang bersifat ijbari untuk dilaksanakan. Pengecualian 

dalam hal ini ketika ada dalam masalah-masalah tertentu seperti 

masalah aul dan rad umpamanya. 

Terkait dengan salah satu rukun yang sangat penting yaitu 

adanya pewaris atau adanya orang yang meninggal, maka 

syaratnya dari pewaris itu sendiri bahwa ia benar-benar telah 

meninggal dunia (meninggal secara hakiki), atau karena putusan 

hakim (meninggal secara hukmi atau meninggal secara taqdiri) 

dengan ijtihadnya bahwa orang itu telah meninggal karena sudah 

lama pergi tidak diketahui kabar beritanya, seperti dalam kasus 

kewarisan mafqud.4  

 

2. Al-Waris atau Ahli Waris,  

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai 

hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan 

sebab perkawinan atau akibat memerdekakan hamba sahaya. 

Syaratnya, ahli waris pada saat meninggalnya pewaris dalam 

keadaan hidup, serta di antara pewaris dengan ahli waris tidak 

ada halangan untuk menerima harta warisan. Hidup di sini 

seperti yang diketahui bersama dapat dilihat dengan mata kepala 

bahwa ahli waris tersebut memang hidup. Selain itu bayi yang 

berada dalam kandungan termasuk ahli waris yang berhak 

mendapatkan harta warisan karena ia hidup meskipun belum 

lahir atau masih dalam kandungan. 

                                                 
4Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, (Surabaya: Pustaka Radja, 

2016), h. 94  
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Meskipun ada di antara masyarakat yang menyatakan 

ketidakpuasannya kenapa ia dapat 1/6 seperti orangtua (ayah 

atau ibu) umpamanya, lalu dengan ketidaktahuannya ia bertanya 

kepada orang-orang yang mengetahui atau mengajukan 

permohonan ke Pengadilan Agama, tetapi bagian yang 1/6 itu 

pada dasarnya tidak akan berubah karena itu sudah merupakan 

ketentuan yang bersifat ijbari untuk dilaksanakan. Pengecualian 

dalam hal ini ketika ada dalam masalah-masalah tertentu seperti 

masalah aul dan rad umpamanya. 

Terkait dengan salah satu rukun yang sangat penting yaitu 

adanya pewaris atau adanya orang yang meninggal, maka 

syaratnya dari pewaris itu sendiri bahwa ia benar-benar telah 

meninggal dunia (meninggal secara hakiki), atau karena putusan 

hakim (meninggal secara hukmi atau meninggal secara taqdiri) 

dengan ijtihadnya bahwa orang itu telah meninggal karena sudah 

lama pergi tidak diketahui kabar beritanya, seperti dalam kasus 

kewarisan mafqud.4  

 

2. Al-Waris atau Ahli Waris,  

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai 

hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan 

sebab perkawinan atau akibat memerdekakan hamba sahaya. 

Syaratnya, ahli waris pada saat meninggalnya pewaris dalam 

keadaan hidup, serta di antara pewaris dengan ahli waris tidak 

ada halangan untuk menerima harta warisan. Hidup di sini 

seperti yang diketahui bersama dapat dilihat dengan mata kepala 

bahwa ahli waris tersebut memang hidup. Selain itu bayi yang 

berada dalam kandungan termasuk ahli waris yang berhak 

mendapatkan harta warisan karena ia hidup meskipun belum 

lahir atau masih dalam kandungan. 

                                                 
4Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, (Surabaya: Pustaka Radja, 

2016), h. 94  

Begitupula orang-orang yang tidak diketahui kabar 

beritanya, seperti orang yang mafqud atau orang yang hilang, 

maka ketika ia sebagai ahli waris tetap bagiannya disisihkan atau 

tetap ia dapat dengan harta warisannya disimpan oleh ahli waris 

yang dapat menyimpannya dengan baik. Penjelasan tentang 

mafqud ini di kesempatan lain mengingat kewarisan mafqud 

merupakan salah satu masalah yang perlu ijtihadiyah dalam 

menyelesaikannya.   

 

3. Al-Maurus atau al-Miras (Harta Warisan).  

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu 

yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih 

kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan 

antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta 

peninggalan adalah semua yang ditinggalkan, sedangkan harta 

warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara’ berhak 

diterima oleh ahli warisnya setelah dikurangi biaya pengurusan 

jenazah, pelunasan utang dan pelaksaan wasiat. 

Penentuan harta warisan yang akan dibagi ini juga tidak 

mudah mengingat sebagian masyarakat juga berbeda tentang 

sesuatu atau harta tersebut sebagai harta warisan atau tidak. 

Kesulitan semakin bertambah ketika seorang suami mempunyai 

dua orang isteri baik yang masih hidup karena perceraian atau 

seorang suami menikah lagi dengan isteri kedua karena isteri 

pertamanya meninggal dunia. Mana harta yang diperoleh dan 

menjadi hak dari isteri pertama dan kedua menimbulkan sedikit 

kesulitan, dan salah satu cara menyelesaikannya antara lain 

dengan mengajukan perkara ke Pengadilan Agama setempat 

sesuai dengan kewenangan relatifnya. 

 

 

 

 



18
HUKUM KEWARISAN ISLAM 
ANTARA TEORI DAN PRAKTEK

B. Syarat-Syarat Kewarisan 

Ulama membagi syarat kewarisan itu kepada syarat umum dan 

syarat khusus. Syarat umum antara lain berupa: 

1. Jelasnya meninggal pewaris baik meninggal secara hakiki maupun 

meninggal secara hukmi. Meninggal secara hakiki atau 

sebenarnya merupakan bercerainya antara ruh dan jasad yang 

dapat diketahui bersama dengan panca indera, sedangkan 

meninggal secara hukmi merupakan kematian berdasarkan 

ketetapan hakim dalam kasus tidak diketahuinya kabar berita 

seseorang apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. 

Dalam kondisi ini ketika ahli waris berkeinginan membagi harta 

peninggalan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan 

Agama sesuai kompetensinya. 

2. Ahli waris jelas hidupnya ketika pewaris meninggal dunia, baik 

hidup secara hakiki maupun hidup secara hukmi. Hidup secara 

hakiki adalah hidup yang dapat diketahui dari panca indera, 

sedangkan hidup secara hukmi merupakan hidup melalui 

penetapan hakim, seperti ketika seseorang menghilang sebelum 

pewarisnya meninggal dunia.5 

 

Berdasarkan syarat-syarat di atas jika ada dua orang yang 

saling mewarisi secara serentak dan tidak diketahui siapa di antara 

keduanya yang lebih dahulu meninggal, maka menurut sebagian 

bahwa tidak berlaku kewarisan di antara keduanya.   

Sementara syarat khusus berupa syarat yang terkait dengan 

perkawinan dan muwalah yakni: 

1. Syarat yang terkait dengan perkawinan 

Penggunaan kata azwaj di dalam surah an-Nisaa’ ayat 12 

menjelaskan tentang kewarisan suami isteri. Penggunaan kata 

tersebut menggambarkan secara jelas bahwa di antara keduanya 

memiliki hubungan kewarisan di antara keduanya. Ketika suami 

                                                 
5Muslim Mulyani, Fiqh Mawaris, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2006), Cet. 

Ke-1, h. 24 



19HUKUM KEWARISAN ISLAM 
ANTARA TEORI DAN PRAKTEK

B. Syarat-Syarat Kewarisan 

Ulama membagi syarat kewarisan itu kepada syarat umum dan 

syarat khusus. Syarat umum antara lain berupa: 

1. Jelasnya meninggal pewaris baik meninggal secara hakiki maupun 

meninggal secara hukmi. Meninggal secara hakiki atau 

sebenarnya merupakan bercerainya antara ruh dan jasad yang 

dapat diketahui bersama dengan panca indera, sedangkan 

meninggal secara hukmi merupakan kematian berdasarkan 

ketetapan hakim dalam kasus tidak diketahuinya kabar berita 

seseorang apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. 

Dalam kondisi ini ketika ahli waris berkeinginan membagi harta 

peninggalan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan 

Agama sesuai kompetensinya. 

2. Ahli waris jelas hidupnya ketika pewaris meninggal dunia, baik 

hidup secara hakiki maupun hidup secara hukmi. Hidup secara 

hakiki adalah hidup yang dapat diketahui dari panca indera, 

sedangkan hidup secara hukmi merupakan hidup melalui 

penetapan hakim, seperti ketika seseorang menghilang sebelum 

pewarisnya meninggal dunia.5 

 

Berdasarkan syarat-syarat di atas jika ada dua orang yang 

saling mewarisi secara serentak dan tidak diketahui siapa di antara 

keduanya yang lebih dahulu meninggal, maka menurut sebagian 

bahwa tidak berlaku kewarisan di antara keduanya.   

Sementara syarat khusus berupa syarat yang terkait dengan 

perkawinan dan muwalah yakni: 

1. Syarat yang terkait dengan perkawinan 

Penggunaan kata azwaj di dalam surah an-Nisaa’ ayat 12 

menjelaskan tentang kewarisan suami isteri. Penggunaan kata 

tersebut menggambarkan secara jelas bahwa di antara keduanya 

memiliki hubungan kewarisan di antara keduanya. Ketika suami 

                                                 
5Muslim Mulyani, Fiqh Mawaris, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2006), Cet. 

Ke-1, h. 24 

meninggal maka isteri termasuk sebagai ahli waris, dan 

sebaliknya ketika isteri meninggal maka suami juga berhak 

mendapatkan harta warisan dari isterinya tersebut. Untuk 

berlakunya kewarisan antara suami-isteri harus memenuhi dua 

syarat yakni: 

a) Bahwa akad nikah antara suami isteri itu sah menurut hukum 

Islam 

Pengertian sah menurut hukum Islam adalah sesuatu 

yang telah dilaksanakan sesuai rukun dan syarat serta tidak 

ada penghalangnya. Pernikahan suami-isteri tersebut 

dikatakan sah ketika terpenuhi rukun, syarat, dan tidak ada 

penghalangnya perkawinan tersebut dilaksanakan.  

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam 

menetapkan rukun nikah, namun dengan memahami bahwa 

inti dari pernikahan itu adalah akad nikah, maka unsur-unsur 

yang harus ada ialah calon suami dan calon isteri, wali, ijab 

qabul, dan saksi.6 

Bagi calon suami (calon pengantin laki-laki) dan calon 

isteri (calon pengantin perempuan), harus ada persetujuan di 

antara keduanya. Persyaratan ini berdasarkan kepada 

pemikiran rasional dan logis bahwa, tidak dinamakan adanya 

pernikahan apabila hanya ada seorang laki-laki sebagai calon 

suami atau seorang perempuan sebagai calon isteri. Sekaligus 

tidak dinamakan pernikahan seandainya kedua-duanya laki-

laki atau sebaliknya kedua-duanya perempuan. Sedangkan 

persetujuan bagi calon pengantin didasarkan kepada hadits 

Rasulullah bahwa ada seorang perempuan yang telah mengadu 

kepada Rasulullah bahwa ia telah dinikahkan oleh bapaknya 

dengan seseorang laki-laki sementara ia tidak menyetujuinya. 

Rasulullah ketika itu bertanya kepada perempuan tersebut 

                                                 
6Ibid.,  
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apakah ia mau meneruskan perkawinan tersebut atau ia mau 

membatalkannya.7 

Di samping adanya calon suami dan calon isteri, harus 

ada 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam, laki-laki yang 

telah baligh, dan adil (dengan arti kata tidak berdosa besar). 

Berdasarkan kepada analogi/qiyas kepada al-Qur’an surah al-

Baqarah ayat 282 yang mengatur tentang bermuamalah, dan 

surah al-Thalaq ayat 2 yang menjelaskan dan mengatur 

tentang kesaksian tentang thalaq. 

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282 menyatakan: 

                 

                 

               

                   

                 

                

                 

                                                 
7Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), cet. 
ke-2, h. 244 
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apakah ia mau meneruskan perkawinan tersebut atau ia mau 

membatalkannya.7 

Di samping adanya calon suami dan calon isteri, harus 

ada 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam, laki-laki yang 

telah baligh, dan adil (dengan arti kata tidak berdosa besar). 

Berdasarkan kepada analogi/qiyas kepada al-Qur’an surah al-

Baqarah ayat 282 yang mengatur tentang bermuamalah, dan 

surah al-Thalaq ayat 2 yang menjelaskan dan mengatur 

tentang kesaksian tentang thalaq. 

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282 menyatakan: 

                 

                 

               

                   

                 

                

                 

                                                 
7Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), cet. 
ke-2, h. 244 

                     

                  

                 

              

                   

                 

                

 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara 

kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis 

enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 

maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah 

ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang 

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 

(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan 
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persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(di antaramu). Jika tak ada dua oang laki-laki, maka (boleh) 

seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 

kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang 

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu 

jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas 

waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah 

dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu 

jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu 

berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka 

sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan 

bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu. 

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun dari akad 

nikah, oleh sebab itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh 

dua orang saksi sebagaimana dijelaskan oleh pasal 24 KHI. 

Oleh karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah sangat 

mutlak diperlukan, ketika saksi tidak hadir waktu akad nikah 

dilangsungkan, maka akibat hukumnya pernikahan tersebut 

tidak sah. Undang-Undang Perkawinan Pasal 26 ayat (1) 

menjelaskan bahwa: “perkawinan yang dilangsungkan di muka 

Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, 

termasuk oleh wali nikah yang tidak sah, atau dilangsungkan 

tidak ada dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat diminta 

pembatalannya oleh keluarga dalam garis lurus ke atas baik 

dari suami atau isteri, jaksa, serta suami atau isteri. 
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persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(di antaramu). Jika tak ada dua oang laki-laki, maka (boleh) 

seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 

kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang 

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu 

jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas 

waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah 

dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu 

jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu 

berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka 

sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan 

bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu. 

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun dari akad 

nikah, oleh sebab itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh 

dua orang saksi sebagaimana dijelaskan oleh pasal 24 KHI. 

Oleh karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah sangat 

mutlak diperlukan, ketika saksi tidak hadir waktu akad nikah 

dilangsungkan, maka akibat hukumnya pernikahan tersebut 

tidak sah. Undang-Undang Perkawinan Pasal 26 ayat (1) 

menjelaskan bahwa: “perkawinan yang dilangsungkan di muka 

Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, 

termasuk oleh wali nikah yang tidak sah, atau dilangsungkan 

tidak ada dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat diminta 

pembatalannya oleh keluarga dalam garis lurus ke atas baik 

dari suami atau isteri, jaksa, serta suami atau isteri. 

 

Setelah adanya calon suami, calon isteri, dan dua orang 

saksi, berikutnya harus ada wali dari calon isteri (calon 

mempelai perempuan). Di antara ayat al-Qur’an yang 

mengindikasikan adanya wali sebagai berikut: 

Surat al-Baqarah ayat 232: 

                  

                     

                      

         

 

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 

iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi 

mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah 

terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. 

Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di 

antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik 

bagimu dan lebih suci. Allah Mengetahui, sedang kamu tidak 

mengetahui. 

 

Surah al-Baqarah ayat 221: 

                    

                



24
HUKUM KEWARISAN ISLAM 
ANTARA TEORI DAN PRAKTEK

                  

                    

             

 

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang 

mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik 

hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang 

musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari 

orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka 

mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan 

ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-

Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 

mengambil pelajaran. 

 

Surah an-Nur ayat 32: 

                    

                    

 

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, 

dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan 
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                  

                    

             

 

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang 

mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik 

hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang 

musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari 

orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka 

mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan 

ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-

Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 

mengambil pelajaran. 

 

Surah an-Nur ayat 32: 

                    

                    

 

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, 

dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan 

mereka dengan kurunia-Nya. Dan Allah Maha Luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. 

 

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa meskipun secara 

ibarat nash ketiga ayat yang telah dikemukakan di atas tidak 

menunjukkan adanya wali, karena yang pertama larangan 

menghalangi perempuan yang telah habis masa iddahnya 

untuk menikah kembali, sementara ayat kedua berupa 

larangan pernikahan antara perempuan muslimah dengan 

laki-laki musyrik, dan ayat ketiga berupa suruhan menikahkan 

orang-orang bujang. Namun dalam ketiga ayat di atas 

berkaitan dengan pernikahan dialamatkan kepada wali, dapat 

dipahami bahwa dengan ketiga ayat di atas maka jumhur 

ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam pernikahan.8 

Sejalan dengan KHI pasal 19 menyatakan bahwa rukun 

nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon 

mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya, 

jika tidak terpenuhi maka status pernikahannya tidak sah.9 

Ketentuan ini berdasarkan kepada hadits Rasulullah dari 

Aisyah: 

 

Dari Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: 

apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, maka 

nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. 

Apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak 

menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila 

walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) 

yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. 

(HR. Al-Turmudzi) 

                                                 
8Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat 

dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-1, h. 71 
9Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 

cet. ke-6, h. 83 
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Berikutnya adalah ijab dan qabul dari wali mempelai 

perempuan kepada mempelai laki-laki. Ijab yaitu penyerahan 

dari wali perempuan sementara qabul adalah penerimaan dari 

calon suami. Dalam hal ini (ijab dan qabul), ulama sepakat 

menempatkannya sebagai rukun pernikahan (perkawinan). 

Untuk sahnya akad pernikahan disyaratkan beberapa syarat, di 

antara ada yang disepakati dan sebagian berbeda pendapat 

ulama. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut: 

1) Dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul. 

2) Materi dari ijab dan qabul harus sama (tidak boleh 

berbeda), seperti nama calon mempelai perempuan dan 

bentuk mahar yang disebutkan. 

3) Ucapan ijab dan qabul harus bersambungan dan tidak 

boleh terputus meskipun sesaat. Sedikit pengecualian dari 

ulama Malikiyah yang membolehkan terlambatnya ucapan 

qabul dari ijab, apabila keterlambatan itu hanya dalam 

waktu yang pendek. 

4) Ijab qabul tidak boleh menggunakan ucapan yang bersifat 

membatasi terhadap masa berlangsungnya usia 

perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan itu 

dimaksudkan untuk seumur hidup. 

5) Menggunakan lafaz yang jelas maksudnya, sebaliknya 

tidak boleh mempergunakan ucapan berbentuk sindiran, 

sementara saksi tidak dapat mengetahui apa yang 

diniatkan oleh seseorang.10 

 

Ulama Hanafiyah melihat pernikahan itu dari segi ikatan 

yang berlaku di antara para pihak yang melangsungkannya. 

Berdasarkan hal ini menurut ulama Hanafiyah, bahwa rukun 

pernikahan hanyalah akad yang dilakukan oleh dua pihak yang 

melangsungkannya, sedangkan yang lain seperti kehadiran 

saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat, meskipun 

                                                 
10Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, op.cit., h. 63 
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tidak boleh mempergunakan ucapan berbentuk sindiran, 

sementara saksi tidak dapat mengetahui apa yang 
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Ulama Hanafiyah melihat pernikahan itu dari segi ikatan 

yang berlaku di antara para pihak yang melangsungkannya. 

Berdasarkan hal ini menurut ulama Hanafiyah, bahwa rukun 

pernikahan hanyalah akad yang dilakukan oleh dua pihak yang 

melangsungkannya, sedangkan yang lain seperti kehadiran 

saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat, meskipun 

                                                 
10Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, op.cit., h. 63 

sekali lagi sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas 

bahwa pernikahan yang sah itu adalah pernikahan yang 

memenuhi rukun, syarat, dan tidak ada penghalangnya.11 

Para ulama mengemukakan syarat yang harus dipenuhi 

ketika melangsungkan pernikahan dapat dikelompokkan 

kepada tiga, yaitu: pertama, syarat sah, yaitu syarat yang harus 

ada, ketika syarat tersebut tidak ada maka menyebabkan 

pernikahan yang dilaksanakannya tidak sah. Seperti hadirnya 

dua orang saksi di tempat akad dan adanya calon isteri yang 

diakadkan dalam pernikahan itu. Kedua, syarat kelangsungan, 

yaitu syarat yang menentukan kelangsungan pernikahan. 

Akibat hukum setelah akad nikah berlangsung dan sahnya 

pernikahan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu, 

seandainya tidak terpenuhi menyebabkan fasadnya 

pernikahan, seperti wali yang menikahkan merupakan seorang 

wali yang berwenang untuk melangsungkannya.12 Ketiga, 

syarat kepastian, yaitu syarat yang harus ada untuk 

menghindari supaya akad nikah tersebut dibatalkan, apabila 

tidak ada syarat tersebut maka pernikahan dapat dituntut 

untuk dibatalkan. Menurut ulama Hanafiyah, syarat kepastian 

ini adalah pernikahan dilakukan oleh calon suami dan calon 

isteri yang telah dewasa, dilakukan atas kemauan sendiri, tidak 

dipaksa orang lain, suami bebas dari cacat jasmani, wali yang 

melakukan akad adalah wali yang cakap, dan adanya mahar 

minimal mahar mitsil.13  

Terakhir, untuk menentukan sah atau tidaknya 

pernikahan yang dilakukan antara suami isteri harus tidak ada 

pengahalang atau mani’. Halangan dalam pernikahan 

merupakan sesuatu yang menyebabkan akad nikah tidak boleh 

dilangsungkan, dan seandainya halangan itu diketahui setelah 

                                                 
11Ibid., h. 60 
12Ibid.,  
13Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan, op.cit., h. 190 



28
HUKUM KEWARISAN ISLAM 
ANTARA TEORI DAN PRAKTEK

akad nikah dilaksanakan, maka akad nikah tersebut harus 

dibatalkan. 

Pasal 39 KHI menjelaskan bahwa dilarang 

melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan 

seorang wanita disebabkan: 

1) Karena pertalian nasab: 

a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang 

menurunkannya atau keturunannya. 

b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. 

c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. 

2) Karena pertalian kerabat semenda: 

a) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya 

atau bekas isterinya. 

b) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang 

menurunkannya. 

c) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas 

isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan 

dengan bekas isterinya itu qabla al-dukhul. 

d) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.  

3) Karena pertalian sesusuan:  

a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya 

menurut garis lurus ke atas. 

b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya 

menurut garis lurus ke bawah. 

c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan 

kemenakan sesusuan ke bawah. 

d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi 

sesusuan ke atas. 

e) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan 

keturunannya.14 

                                                 
14Tim Redaksi Fokus Media, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang 

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2005), cet. ke-1, h. 16 
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akad nikah dilaksanakan, maka akad nikah tersebut harus 

dibatalkan. 

Pasal 39 KHI menjelaskan bahwa dilarang 

melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan 

seorang wanita disebabkan: 

1) Karena pertalian nasab: 

a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang 

menurunkannya atau keturunannya. 

b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. 

c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. 
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isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan 

dengan bekas isterinya itu qabla al-dukhul. 

d) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.  

3) Karena pertalian sesusuan:  

a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya 

menurut garis lurus ke atas. 

b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya 

menurut garis lurus ke bawah. 

c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan 

kemenakan sesusuan ke bawah. 

d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi 

sesusuan ke atas. 

e) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan 

keturunannya.14 

                                                 
14Tim Redaksi Fokus Media, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang 

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2005), cet. ke-1, h. 16 

Sementara larangan pernikahan/perkawinan untuk 

masa tertentu dijelaskan oleh pasal 40 KHI. Pasal tersebut 

menyatakan bahwa dilarang melangsungkan pernikahan 

antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan 

tertentu, seperti karena wanita yang bersangkutan masih 

terikat satu pernikahan dengan pria lain, seorang wanita yang 

masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, dan dengan 

seorang wanita yang tidak beragama Islam.15 Dalam hal ini 

termasuk saudara dari isteri atau bibinya, perempuan ke lima 

bagi yang telah memiliki 4 orang isteri, bekas isteri yang telah 

ditalak 3 sebelum diselingi dan salah satu pihak sedang 

melakukan ihram.16 

Firman Allah dalam surah al-Nisa’ ayat 22, 23, dan 24 

menjelaskan: 

                 

                      

               

                

               

              

                                                 
15Ibid., 
16Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, op.cit., h. 191 
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              

               

                

                    

                  

               

                    

      

 

 “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah 

dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. 

Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan 

seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). 

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-

anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang 

perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, 

saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-
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              

               

                

                    

                  

               

                    

      

 

 “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah 

dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. 

Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan 

seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). 

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-

anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang 

perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, 

saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-

ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, 

ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam 

pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi 

jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 

ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan 

diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), 

dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang 

bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah 

menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan 

dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari 

isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk 

berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) 

di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan 

sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa 

bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling 

merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 

 

Pernikahan/perkawinan yang tidak cukup (tidak 

memenuhi) rukun, syarat, atau ada halangan sebagaimana 

yang telah penulis kemukakan di atas, maka perkawinan 

tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah. Ketika akad 

nikah atau perkawinan tersebut tidak sah, maka tidak 

menyebabkan adanya hubungan kewarisan di antara suami 

isteri. Sebaliknya, apabila pernikahan keduanya merupakan 

pernikahan yang sah, maka berlakulah hubungan kewarisan di 

antara keduanya, ketika salah seorang meninggal dunia. 

Sedangkan berapa bagian masing-masing suami-isteri telah 

dijelaskan oleh surah al-Nisa’ ayat 12 di atas. 
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b) Ketentuan kedua berkaitan dengan hubungan kewarisan 

karena adanya hubungan perkawinan bahwa suami dan isteri 

masih terikat tali perkawinan pada saat salah satu meninggal 

dunia. Termasuk apabila salah satu suami atau isteri 

meninggal dunia sementara tali perkawinan telah putus dalam 

bentuk thalaq raj’i dan isteri masih berada dalam masa iddah. 

Seorang perempuan (isteri) yang sedang menjalani masa iddah 

thalaq raj’i statusnya masih sebagai isteri dengan bentuk 

akibat hukumnya, kecuali hubungan suami isteri menurut 

jumhur ulama, karena halalnya hubungan kelamin telah 

berakhir dengan adanya perceraian.17 

 

                                                 
17Ibid., h. 192  
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b) Ketentuan kedua berkaitan dengan hubungan kewarisan 

karena adanya hubungan perkawinan bahwa suami dan isteri 

masih terikat tali perkawinan pada saat salah satu meninggal 

dunia. Termasuk apabila salah satu suami atau isteri 

meninggal dunia sementara tali perkawinan telah putus dalam 

bentuk thalaq raj’i dan isteri masih berada dalam masa iddah. 

Seorang perempuan (isteri) yang sedang menjalani masa iddah 

thalaq raj’i statusnya masih sebagai isteri dengan bentuk 

akibat hukumnya, kecuali hubungan suami isteri menurut 

jumhur ulama, karena halalnya hubungan kelamin telah 

berakhir dengan adanya perceraian.17 

 

                                                 
17Ibid., h. 192  

 
 
 
 

BAB IV 
 

SEBAB-SEBAB MENERIMA WARISAN 
  

 

 

A. Hubungan Kekerabatan (Hubungan Nasab) 
Dalam ketentuan hukum jahiliyyah, kekerabatan yang menjadi 

sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa, 

sanggup mengendarai kuda, memerangi musuh dan merebut 

rampasan perang dari musuh dan tidak berlaku bagi wanita serta 

anak kecil meskipun laki-laki karena mereka tidak mampu untuk 

berperang.18 Islam datang memperbaharuinya, karena laki-laki dan 

perempuan termasuk di dalamnya anak-anak, bahkan bayi yang 

masih di dalam kandungan diberikan hak untuk mewarisi, sepanjang 

hubungan kekerabatannya membolehkan. Artinya ada ketentuan 

bahwa kerabat yang dekat hubungannya dapat menghalangi kerabat 

yang jauh. 

Kekerabatan berarti adanya hubungan nasab antara orang 

yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh 

kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mewarisi yang 

paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur sebab akibat 

adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.19 

Pada tahap pertama ketika seorang anak lahir, maka si ibu 

yang melahirkan tidak dapat membantah bahwa anak yang 
                                                 

18Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 
Cet. Ke-5, h. 68  

19 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, op.cit., h. 18 
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dilahirkannya bukan anaknya. Oleh karena itu hubungan yang 

bersifat alamiah antara si ibu dengan anak yang dilahirkannya. 

Keduanya secara otomatis saling mewarisi baik ketika si ibu 

meninggal maka anaknya akan memperoleh harta warisan ibunya, 

begitupula sebaliknya ketika si anak yang meninggal dunia maka si 

ibu juga mendapatkan harta warisan atau sebagai ahli waris. 

Selanjutnya si anak memiliki hubungan nasab atau hubungan 

kerabat pula dengan anak-anak lain yang dilahirkan ibunya, itulah 

dinamakan saudara-saudaranya seibu dan mereka juga saling 

mewarisi. Setelah dilihat hubungan nasab dari sisi ibu, maka dicari 

berikutnya ayah dari si anak yang dilahirkan tersebut. Adanya 

hubungan nasab atau hubungan kekerabatan itu ditentukan oleh 

adanya akad nikah.  

Jumhur ulama berpendapat bahwa semata-mata telah adanya 

akad nikah belum menjamin hubungan kekerabatan atau hubungan 

nasab yang sah. Untuk sahnya hubungan nasab atau hubungan 

kekerabatan, selain akad nikah yang sah disyaratkan pula bahwa di 

antara keduanya telah berlangsung hubungan suami isteri secara 

yang memungkinkan. Sedikit berbeda menurut ulama Hanafi 

memiliki pendapat yang berbeda, di mana dengan semata-mata 

adanya akad nikah yang sah sudah cukup untuk menetapkan 

hubungan kekerabatan.  

Dalam struktur hubungan kekerabatan ini terdapat petunjuk 

yang mengarahkan seseorang kepada suatu kesimpulan tentang 

susunan atau struktur kekerabatan itu sendiri, baik dalam 

pembatasan dalam perkawinan, hubungan tanggungjawab, dan hak 

kewarisan. Sesuatu yang berlaku umum di masyarakat bahwa 

dengan adanya larangan perkawinan antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan menunjukkan bahwa mereka memiliki 

hubungan kekerabatan. Berdasarkan ketentuan yang melarang 

perkawinan tersebut dapat ditelusuri lebih lanjut tentang susunan 

kekerabatan. 
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dilahirkannya bukan anaknya. Oleh karena itu hubungan yang 

bersifat alamiah antara si ibu dengan anak yang dilahirkannya. 

Keduanya secara otomatis saling mewarisi baik ketika si ibu 

meninggal maka anaknya akan memperoleh harta warisan ibunya, 

begitupula sebaliknya ketika si anak yang meninggal dunia maka si 

ibu juga mendapatkan harta warisan atau sebagai ahli waris. 

Selanjutnya si anak memiliki hubungan nasab atau hubungan 

kerabat pula dengan anak-anak lain yang dilahirkan ibunya, itulah 

dinamakan saudara-saudaranya seibu dan mereka juga saling 

mewarisi. Setelah dilihat hubungan nasab dari sisi ibu, maka dicari 

berikutnya ayah dari si anak yang dilahirkan tersebut. Adanya 

hubungan nasab atau hubungan kekerabatan itu ditentukan oleh 

adanya akad nikah.  

Jumhur ulama berpendapat bahwa semata-mata telah adanya 

akad nikah belum menjamin hubungan kekerabatan atau hubungan 

nasab yang sah. Untuk sahnya hubungan nasab atau hubungan 

kekerabatan, selain akad nikah yang sah disyaratkan pula bahwa di 

antara keduanya telah berlangsung hubungan suami isteri secara 

yang memungkinkan. Sedikit berbeda menurut ulama Hanafi 

memiliki pendapat yang berbeda, di mana dengan semata-mata 

adanya akad nikah yang sah sudah cukup untuk menetapkan 

hubungan kekerabatan.  

Dalam struktur hubungan kekerabatan ini terdapat petunjuk 

yang mengarahkan seseorang kepada suatu kesimpulan tentang 

susunan atau struktur kekerabatan itu sendiri, baik dalam 

pembatasan dalam perkawinan, hubungan tanggungjawab, dan hak 

kewarisan. Sesuatu yang berlaku umum di masyarakat bahwa 

dengan adanya larangan perkawinan antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan menunjukkan bahwa mereka memiliki 

hubungan kekerabatan. Berdasarkan ketentuan yang melarang 

perkawinan tersebut dapat ditelusuri lebih lanjut tentang susunan 

kekerabatan. 

Dalam al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang menjelaskan bahwa 

seseorang tidak boleh melangsungkan pernikahan antara seorang 

perempuan dengan seorang laki-laki sebagaimana dijelaskan dalam 

surah al-Nisa’ ayat 22, 23, dan 24 berikut: 

1. Al-Qur’an surah al-Nisa’ ayat 22: 

                 

                   

 
Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini 

oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. 

Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan 

seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). 

 

2. Al-Qur’an surah al-Nisa’ ayat 23: 

               

              

            

                 

               
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           

               

 
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu 

yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-

saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang 

perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 

sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 

dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, 

tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah 

kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 

diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 

menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 

3. Al-Qur’an surah al-Nisa’ ayat 24: 

                

                   

               
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           

               

 
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu 

yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-

saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang 

perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 

sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 

dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, 

tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah 

kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 

diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 

menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 

3. Al-Qur’an surah al-Nisa’ ayat 24: 

                

                   

               

                         

           

 
Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 

kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan 

hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi 

kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan 

hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri 

yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah 

kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu 

kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu 

yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan 

mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana. 

 

Secara garis besar kekerabatan itu dapat dikelompokkan 

kepada tiga kelompok, yang antara lain kelompok ahli waris yang 

ashal seperti ayah, ibu, kakek, dan nenek. Berikutnya ahli waris far’u 

atau keturunan seperti anak laki-laki dan anak perempuan, cucu 

laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, terlepas dari 

perbedaan pendapat menurut para ulama, dan terakhir kewarisan 

menyamping seperti saudara laki-laki kandung, saudara perempuan 

kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah dan 

seterusnya masih banyak lagi ahli waris melalui jalur ke samping 

atau dikenal dengan hawasyi ini.  
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B. Hubungan Pernikahan (al-Musaharah) 

Di samping hak kewarisan berlaku karena hubungan 

kekerabatan atau disebut juga hubungan nasab, hak kewarisan juga 

berlaku karena terjadinya hubungan perkawinan, dengan 

pemahaman bahwa seorang isteri merupakan ahli waris dari 

suaminya yang meninggal dunia dan begitu pula sebaliknya bahwa 

suami juga menjadi ahli waris dari isterinya yang meninggal dunia. 

Bila hubungan kekerabatan menjadikan saling mewarisi 

bersifat alamiah, sementara penyebab saling mewarisi karena 

hubungan perkawinan ini berlaku karena adanya hubungan hukum 

di antara keduanya. Dasar pembagian warisan karena hubungan 

perkawinan ini berdasarkan pada ketentuan bahwa antara suami 

isteri tersebut telah melaksanakan pernikahan yang sah. 

Pernikahan yang sah (pernikahan yang rukun dan syaratnya 

terpenuhi), menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi 

antara suami dan isteri. Pernikahan yang sah menurut syari’at Islam 

merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan selama ikatan pernikahan masih terjadi. 

Masing-masing pihak adalah teman hidup dan pembantu bagi yang 

lain dalam memikul beban hidup bersama.  

Pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan di pasal 2 ayat 1 menyatakan 

”perkawinan sah bila dilakukan menurut masing-masing agamanya”. 

Ketentuan ini menyatakan bahwa perkawinan orang-orang yang 

beragama Islam adalah sah bila menurut hukum Islam perkawinan 

tersebut sah. Sah menurut ketentuan hukum Islam adalah sesuatu 

yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan terhindar 

dari penghalangnya.  

Rukun, syarat, dan penghalang merupakan istilah hukum yang 

perlu dipahami sebelum menjelaskan dan menentukan suatu akad 

nikah tersebut sah. Rukun dan syarat merupakan dua hal yang 

memiliki persamaan pada satu sisi dan berbeda pada sisi lainnya, 

tetapi keduanya sangat penting karena dengan ketidakadaan 
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B. Hubungan Pernikahan (al-Musaharah) 

Di samping hak kewarisan berlaku karena hubungan 

kekerabatan atau disebut juga hubungan nasab, hak kewarisan juga 

berlaku karena terjadinya hubungan perkawinan, dengan 

pemahaman bahwa seorang isteri merupakan ahli waris dari 

suaminya yang meninggal dunia dan begitu pula sebaliknya bahwa 

suami juga menjadi ahli waris dari isterinya yang meninggal dunia. 

Bila hubungan kekerabatan menjadikan saling mewarisi 

bersifat alamiah, sementara penyebab saling mewarisi karena 

hubungan perkawinan ini berlaku karena adanya hubungan hukum 

di antara keduanya. Dasar pembagian warisan karena hubungan 

perkawinan ini berdasarkan pada ketentuan bahwa antara suami 

isteri tersebut telah melaksanakan pernikahan yang sah. 

Pernikahan yang sah (pernikahan yang rukun dan syaratnya 

terpenuhi), menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi 

antara suami dan isteri. Pernikahan yang sah menurut syari’at Islam 

merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan selama ikatan pernikahan masih terjadi. 

Masing-masing pihak adalah teman hidup dan pembantu bagi yang 

lain dalam memikul beban hidup bersama.  

Pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan di pasal 2 ayat 1 menyatakan 

”perkawinan sah bila dilakukan menurut masing-masing agamanya”. 

Ketentuan ini menyatakan bahwa perkawinan orang-orang yang 

beragama Islam adalah sah bila menurut hukum Islam perkawinan 

tersebut sah. Sah menurut ketentuan hukum Islam adalah sesuatu 

yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan terhindar 

dari penghalangnya.  

Rukun, syarat, dan penghalang merupakan istilah hukum yang 

perlu dipahami sebelum menjelaskan dan menentukan suatu akad 

nikah tersebut sah. Rukun dan syarat merupakan dua hal yang 

memiliki persamaan pada satu sisi dan berbeda pada sisi lainnya, 

tetapi keduanya sangat penting karena dengan ketidakadaan 

keduanya menyebabkan tidak ada hukum, tetapi dengan ada 

keduanya belum tentu adanya hukum. Sementara penghalang 

merupakan sesuatu yang dengan keberadaannya menyebabkan tidak 

adanya hukum. Ini sangat penting untuk menentukan suatu 

pernikahan tersebut sah. Dalam kondisi terpenuhi rukun dan syarat, 

serta tidak ada penghalangnya maka akan saling mewarisi. 

Termasuk dalam status perkawinan adalah isteri-isteri yang 

dicerai raj’i, selama dalam masa iddah. Karena seorang isteri yang 

berada dalam iddah thalaq raj’i masih berkedudukan sebagai isteri 

dengan segala akibat hukumnya kecuali hubungan suami isteri, 

karena halalnya hubungan suami isteri berakhir dengan adanya 

perceraian. Apabila meninggal salah seorang baik suami atau isteri 

dalam iddah thalaq bain, maka tidak berlaku warisan padanya karena 

dengan adanya thalaq bain maka isteri tidak lagi sebagai isteri 

menurut hukum, dan akibat hukum sudah terputus antara keduanya 

dengan semata-mata perceraian bain itu.20 

Ulama Hanafiyah mengecualikan apabila terjadi perceraian 

bain itu ketika suami dalam keadaan sakit menjatuhkan thalaq atau 

menceraikan isterinya. Dalam masa iddah tersebut suaminya 

tersebut meninggal dunia, maka berlaku hukum kewarisan. 

Perceraian suami isteri dalam kondisi seperti ini dinamakan dengan 

thalaq untuk menghindarkan dari hukum kewarisan yang dikenal 

dengan thalaq al-Fari. 

 

C. Karena Wala’ (Memerdekakan Hamba Sahaya) 

Memerdekakan hamba sahaya termasuk salah satu sebab 

untuk mendapatkan harta warisan. Bahkan di kesempatan lain 

banyak juga denda yang harus dibayar seseorang berupa 

memerdekakan hamba sahaya. Dalam sejarah yang dibaca bahwa 

hamba sahaya dibeli oleh tuannya, dan ketika tuannya itu 

memerdekakan hamba sahayanya tersebut maka secara tidak 

langsung ada hartanya yang berkurang. Untuk motivasi bagi para 
                                                 

20Muslim Mulyani, op.cit., h. 27  
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tuan yang memiliki hamba sahaya untuk dimerdekakan, maka bagi 

para tuan yang memerdekakan tersebut ketika hamba sahaya yang 

dimerdekakannya meninggal dunia, bagi tuan yang memerdekakan 

itu berhak mendapatkan harta warisan dari hamba yang 

dimerdekakannya.21  

Sebaliknya ketika tuan yang memerdekakan hamba sahaya 

yang meninggal dunia, maka hamba sahaya itu tidak berhak 

mewarisi dari harta tuannya. Untuk masa sekarang memerdekakan 

hamba sahaya ini sudah tidak ada lagi, tetapi paling tidak 

memerdekakan hamba sahaya dulu pernah menjadi sebab 

memperoleh harta warisan.  

 

 

 

 

                                                 
21Khairuddin, Fikih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris, (Aceh: Shohifah, 

2020), Cet. Ke-1, h. 10  
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tuan yang memiliki hamba sahaya untuk dimerdekakan, maka bagi 

para tuan yang memerdekakan tersebut ketika hamba sahaya yang 

dimerdekakannya meninggal dunia, bagi tuan yang memerdekakan 

itu berhak mendapatkan harta warisan dari hamba yang 

dimerdekakannya.21  

Sebaliknya ketika tuan yang memerdekakan hamba sahaya 

yang meninggal dunia, maka hamba sahaya itu tidak berhak 

mewarisi dari harta tuannya. Untuk masa sekarang memerdekakan 

hamba sahaya ini sudah tidak ada lagi, tetapi paling tidak 

memerdekakan hamba sahaya dulu pernah menjadi sebab 

memperoleh harta warisan.  

 

 

 

 

                                                 
21Khairuddin, Fikih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris, (Aceh: Shohifah, 

2020), Cet. Ke-1, h. 10  

 
 
 
 

BAB V 
 

PENGHALANG KEWARISAN 
 

 

 

A. Pembunuhan 

Dalam pembahasan di atas telah dijelaskan sebab-sebab 

adanya hak kewarisan, yaitu adanya hubungan kekerabatan dan 

hubungan perkawinan. Tetapi, adanya hubungan kewarisan itu 

belum menjamin secara pasti hak kewarisan. Sebabnya ialah di 

samping adanya sebab, serta terpenuhinya syarat dan rukun, 

keberadaan hukum tersebut masih tergantung kepada hal lain yaitu 

bebas dari segala penghalang dan dalam hubungannya kepada 

pewaris tidak ada kerabat yang lebih utama daripadanya.22  

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan 

harta warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan 

kepada hadits Nabi yang artinya: ”Pembunuh tidak boleh mewarisi”, 

karena pembunuhan itu mencabut hak seseorang atas harta 

warisan. Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak 

boleh mewarisi harta peninggalan, demikian pendapat jumhur 

ulama. 

Hadits di atas cukup kuat untuk mengkhususan ayat tentang 

kewarisan yang menjelaskan tentang sebab-sebab kewarisan kecuali 

menurut ulama Khawarij. Jumhur ulama selain khawarij sepakat 

                                                 
22Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat 

Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 42 
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bahwa pembunuhan menjadi penyebab terhalangnya si pembunuh 

mendapat hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Bahkan 

menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa memfitnah yang 

menyebabkan pewaris mendapat hukuman penjara selama dua 

tahun lamanya maka orang yang memfitnah menjadi terhalang 

mendapatkan harta warisan dari orang atau ahli waris yang 

difitnahnya. 

Hukum Islam dan begitupula hukum lainnya memandang 

bahwa pembunuhan merupakan kejahatan yang diancam dengan 

hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Dalam hukum Islam ancaman terhadap pelaku pembunuhan berupa 

qisas di mana orang yang membunuh adalah dihukum bunuh pula 

atau hukuman mati. Namun tidak semua pembunuhan merupakan 

kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. 

Oleh para fuqaha’ secara garis besar membagi pembunuhan 

kepada dua macam. Pertama, pembunuhan secara hak dan tidak 

melawan hukum, seperti pembunuhan terhadap musuh dalam 

peperangan, pembunuhan karena melaksanakan hukuman mati, dan 

pembunuhan karena membela jiwa atau kehormatan. Kedua, 

pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum berupa 

pembunuhan yang dilarang menurut agama dan pelakunya diancam 

dengan hukuman qisas, atau diyat. Para fuqaha’ membaginya kepada 

lima macam yaitu: 

a) Pembunuhan yang disengaja dan direncanakan, yakni 

pembunuhan yang terdapat di dalam pelaksanaannya unsur 

kesengajaan. Unsur ini baik sengaja berbuat, sengaja sasaran 

atau arahnya, dan alat yang digunakan memang alat untuk 

membunuh menurut kebiasaannya. Pembunuhan seperti ini 

diancam dengan hukuman qisas. 

b) Pembunuhan tersalah berupa pembunuhan yang tidak ada 

unsur kesengajaan di dalamnya, baik diperbuatan, alat yang 

digunakan, atau arah dan sasarannya seperti seseorang 

melempar sesuatu tetapi mengenai orang lain hingga 
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bahwa pembunuhan menjadi penyebab terhalangnya si pembunuh 

mendapat hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Bahkan 

menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa memfitnah yang 

menyebabkan pewaris mendapat hukuman penjara selama dua 

tahun lamanya maka orang yang memfitnah menjadi terhalang 

mendapatkan harta warisan dari orang atau ahli waris yang 

difitnahnya. 

Hukum Islam dan begitupula hukum lainnya memandang 

bahwa pembunuhan merupakan kejahatan yang diancam dengan 

hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Dalam hukum Islam ancaman terhadap pelaku pembunuhan berupa 
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lima macam yaitu: 
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pembunuhan yang terdapat di dalam pelaksanaannya unsur 

kesengajaan. Unsur ini baik sengaja berbuat, sengaja sasaran 

atau arahnya, dan alat yang digunakan memang alat untuk 

membunuh menurut kebiasaannya. Pembunuhan seperti ini 

diancam dengan hukuman qisas. 

b) Pembunuhan tersalah berupa pembunuhan yang tidak ada 

unsur kesengajaan di dalamnya, baik diperbuatan, alat yang 

digunakan, atau arah dan sasarannya seperti seseorang 

melempar sesuatu tetapi mengenai orang lain hingga 

meninggal. Pembunuhan seperti ini kepada pelakunya harus 

membayat diyat dengan 100 (seratus) ekor unta yang 

dibebankan kepada pelaku atau keluarganya yang dibayarkan 

kepada keluarga korban.  

c) Pembunuhan seperti disengaja ketika seseorang dengan sengaja 

memukul orang lain dengan alat yang menurut kebiasaannya 

tidak mematikan seperti memukul orang lain dengan tongkat 

kecil tetapi di tempat menurut biasanya mematikan seperti di 

kepala. Terhadap pelakunya diancam dengan hukuman 

membayar diyat 100 (seratus) ekor unta yang diberikan kepada 

keluarga korban. 

d) Pembunuhan tersalah berupa pembunuhan yang tidak terdapat 

unsur kesengajaan arah tetapi menyebabkan kematian 

seseorang. Sanksi dalam pembunuhan seperti ini dengan 100 

(seratus) ekor unta yang dibebankan terhadap keluarga pelaku. 

e) Terakhir pembunuhan yang disebabkan perbuatan seseorang 

secara tidak langsung dan tidak terdapat unsur kesengajaan di 

dalamnya, seperti seseorang menggali sumur yang 

menyebabkan orang lain terjatuh ke dalamnya hingga 

meninggal dunia. Sanksi hukumannya sama dengan 

pembunuhan tersalah.23  

Para ulama berbeda pendapat tentang pembunuhan yang 

mengakibatkan si pembunuh hilang hak kewarisannya. Menurut 

ulama Hanafiyah pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya hak 

kewarisan pembunuh ialah pembunuhan yang pelakunya dikenai 

qisas. Pembunuhan yang tidak dikenai qisas tidak akan 

menghilangkan hak kewarisan seseorang meskipun terdapat unsur 

kesengajaan. Menurut Imam Malik pembunuhan yang menghalangi 

hak seseorang dari kewarisan adalah pembunuhan yang terdapat 

unsur kesengajaan. 

 

                                                 
23Muslim Mulyani, op.cit., h. 36  



44
HUKUM KEWARISAN ISLAM 
ANTARA TEORI DAN PRAKTEK

Menurut imam Syafi’i bahwa semua bentuk pembunuhan 

walaupun pembunuhan secara hak akan menghilangkan hak 

kewarisan pelakunya. Sementara menurut Hanabilah yang 

menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang secara tidak 

hak dengan segala bentuknya, sedangkan pembunuhan yang secara 

hak tidak akan menghilangkan hak kewarisan.24 

 

B. Perbedaan Agama 
Yang dimaksud dengan halangan perbedaan agama di sini ialah 

antara orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi, artinya 

seorang muslim tidak mewarisi pewaris yang non muslim, begitu 

pula non muslim tidak mewarisi harta pewaris yang muslim. Adapun 

yang menjadi dasar halangan ini hadits Nabi dari Usamah bin Zaid 

menurut riwayat Bukhari dan Muslim yang maksudnya:”seseorang 

yang non muslim tidak mewarisi seseorang muslim dan muslim tidak 

mewarisi non muslim”.25  

 

C. Perbudakan 

Hamba sahaya terhalang mendapatkan harta warisan dari 

keluarga mengingat statusnya menjadi milik dari tuannya. Jangankan 

harta yang diperoleh dari pewarisnya, sementara hamba sahaya itu 

sendiri masih menjadi milik tuannya. Lain halnya ketika hamba 

sahaya itu sudah merdeka, ia berhak memperoleh harta warisan dari 

pewarisnya sama kedudukannya dengan ahli waris lain di 

keluarganya. Hubungan ini sudah tidak berlaku lagi, karena setelah 

Islam datang, perbudakan sudah dihapuskan oleh Islam karena tidak 

sejalan dengan syariat Islam.26 

 

 

                                                 
24Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam, op.cit., h. 44  
25Hikmatullah, Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam, (Serang: A Empat, 2021), h. 

47  
26Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. 

Ke-1, h. 29 
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24Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam, op.cit., h. 44  
25Hikmatullah, Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam, (Serang: A Empat, 2021), h. 

47  
26Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. 

Ke-1, h. 29 

 
 
 

BAB VI 
 

KEWAJIBAN SEBELUM PEMBAGIAN 
WARISAN 

 

 

 

A. Biaya Pengurusan Jenazah 

Walaupun dalam al-Qur’an tidak dijelaskan sama sekali 

tentang biaya pengurusan jenazah, namun hasil ijtihad dari jumhur 

ulama menetapkan bahwa biaya pengurusan jenazah merupakan 

tindakan pertama yang harus dilakukan. Tentang berapa jumlah 

biaya pengurusan jenazah yang harus dibebankan kepada harta yang 

ditinggalkan, tidak ada petunjuk yang menjelaskannya. Sungguhpun 

demikian prinsip hidup sederhana dan tidak mubazir dalam Islam 

dapat dijadikan dasar dalam pembiayaan dan pengurusan jenazah.27  

Para ulama berbeda pendapat tentang mana yang 

didahulukan, apakah biaya pengurusan jenazah atau pembayaran 

utang si mayit. Ulama Zahiri menyatakan bahwa pembayaran utang 

lebih didahulukan daripada biaya pengurusan dan biaya 

penyelenggaraan jenazah. Jika harta peninggalan si mayit 

mencukupi maka tidak ada persoalan mana yang lebih dahulu 

dibayarkan atau dikeluarkan. Lain persolannya ketika harta yang 

ditinggalkan si mayit tidak mencukupi setelah pembayaran utang, 

maka menurut golongan Zahiri lebih lanjut bahwa biaya pengurusan 

                                                 
27Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 37, lihat 

juga Muhibbussabry, Fikih Mawaris, (Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020), Cet. Ke-1, h. 
17  
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dan penyelenggaraan jenazah dibebankan kepada para pelayat yang 

hadir termasuk orang-orang yang berpiutang. 

Siapakah yang harus menanggung biaya pengurusan orang 

yang meninggal dunia yang tidak mempunyai harta peninggalan 

sedikitpun, ulama berbeda pendapat. Menurut Malikiyah, biaya 

pengurusan harus diambil dari baitul mal, karena keadaan seperti itu 

menjadi beban kewajiban baitul mal. Adapun golongan Hanafiyah, 

Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya tersebut harus 

dipikul oleh keluarga yang menjadi tanggungannya ketika ia masih 

hidup. Kalau tidak mempunyai kerabat, diambilkan dari baitul mal, 

dan kalau dari baitul mal juga tidak memungkinkan, biaya 

perawatannya diambil atau dibebankan kepada orang-orang Islam 

yang kaya sebagai pemenuhan kewajiban fardu kifayah.28 

 

B. Pelunasan Utang 

Utang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam 

waktu tertentu (yang disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang 

telah diterima orang yang berutang. Apabila seseorang yang 

meninggalkan utang pada orang lain yang belum dibayar, maka 

sudah seharusnya utang tersebut dilunasi dari harta 

peninggalannya, sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris. 

Para ulama mengelompokkan utang itu kepada utang ke orang 

lain, dan utang kepada Allah SWT. Para ulama berbeda pendapat 

tentang utang mana yang harus didahulukan di antara utang ini. 

Menurut ulama Hanafiyah bahwa utang kepada Allah menjadi gugur 

dengan meninggal seseorang. Dengan meninggalnya seseorang 

sendirinya menghilangkan kemampuannya dan menghapus beban 

hukum yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya. Ahli waris tidak 

berkewajiban untuk melunasi utang-utangnya kecuali kalau mereka 

                                                 
28Dian Khairul Umam, op.cit., h. 114 
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28Dian Khairul Umam, op.cit., h. 114 

bermaksud baik atau si mayit berwasiat agar utang-utangnya 

dilunasi oleh ahli waris.29  

Jika si mayit mewasiatkan kepada ahli waris agar melunasinya, 

maka wasiat itu berfungsi sebagai wasiat kepada orang yang tidak 

menerima pusaka, yaitu pelunasannya hanya 1/3 sisa peninggalan 

setelah dikeluarkan untuk biaya-biaya perawatan dan pelunasan 

utang kepada orang lain. Apabila si mayit tidak memiliki ahli waris 

sama sekali maka yang 1/3 itu dilunasi dari seluruh harta 

peninggalan, karena yang memiliki hak untuk mencegah kelebihan 

wasiat itu adalah ahli waris.   

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pelunasan utang kepada 

sesama manusia lebih didahulukan daripada utang kepada Allah, 

karena manusia sangat memerlukan dilunasi piutangnya, sedangkan 

Allah Maha Kaya sehingga tidak perlu pelunasan. Sementara ulama 

Syafi’iyah mendahulukan utang kepada Allah, kemudian dainul 

‘ainiyah dan terakhir dainul muthlaqah. Hanabalah menyatakan 

sama antara dainullah dengan dainul ibad dalam pelunasannya, 

karena pengertian utang di dalam surah an-Nisaa’ tercakup 

keduanya.30   

 

C. Pelunasan Wasiat 

Jika sesudah mengeluarkan biaya jenazah dan membayarkan 

utang, harta peninggalan masih ada maka tindakan selanjutnya 

adalah membayarkan atau menyerahkan wasiat yang dibuat pewaris 

kepada pihak yang berhak. Adanya ketentuan tentang wasiat ini 

terdapat dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 180. Pelaksanaan 

ayat 180 yang bersifat umum tersebut dibatasi oleh hadits Nabi dari 

Abu Umamah menurut riwayat Ahmad yang artinya; ”tidak boleh 

wasiat untuk ahli waris” 

                                                 
29Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan 

Hukum Positif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. Ke-1, h. 53  
30Ibid., h. 55 
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Wasiat adalah penyerahan harta pewasiat kepada orang lain 

secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai pewasiat 

meninggal dunia.31 Dasar pelaksanaannya sebagaimana terdapat 

dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 180 dan ayat 240 berikut 

ini:32 

 

Surah al-Baqarah ayat 180: 

                

                       

 
Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu 

kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang 

banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara 

ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. 

 

Surah al-Baqarah ayat 240: 

                  

                   

                    

 
                                                 

31Moh. Anwar, Faraidl (Hukum Waris dalam Islam) dan Masalah-Masalahnya, 
(Surabaya: al-Ikhlas, 1981), h. 17, lihat juga Supardin, Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan 
Studi Analisis Perbandingan, (Gowa: Pusaka al-Maida, 2020), Cet. Ke-1, h. 93  

32Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 
cet. Ke-1, h. 106  
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                     

 
                                                 

31Moh. Anwar, Faraidl (Hukum Waris dalam Islam) dan Masalah-Masalahnya, 
(Surabaya: al-Ikhlas, 1981), h. 17, lihat juga Supardin, Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan 
Studi Analisis Perbandingan, (Gowa: Pusaka al-Maida, 2020), Cet. Ke-1, h. 93  

32Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 
cet. Ke-1, h. 106  

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu 

dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, 

(yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh 

pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), 

maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) 

membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan 

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

 

Para ulama berbeda pendapat tentang wasiat tersebut karena 

menurut kewarisan bilateral berpendapat bahwa berwasiat kepada 

ahli waris yang kebetulan juga sebagai ahli waris yang mendapatkan 

harta warisan tidak terlarang untuk mendapatkan harta warisan. 

Hubungan garis hukum tentang wasiat dalam al-Qur’an surah an-

Nisaa’ ayat 11 dan ayat 12 tidak sampai menghapus berlakunya surah 

al-Baqarah ayat 180. Berbeda dengan pendapat di atas, para 

pengikut mazhab Syafi’i berpendapat bahwa tidak dibolehkan 

berwasiat kepada bapak dan ibu, serta kerabat yang mendapatkan 

bagian warisan dari pewarisnya. Dijelaskan lagi hadits yang isinya 

menyatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Oleh karena itu 

ayat-ayat wasiat dihapus oleh ayat-ayat kewarisan.33 

Perbenturan garis hukum tentang wasiat dengan kewarisan 

yang dijelaskan di atas, menjelaskan bahwa wasiat dalam kaidah 

ushul fiqh dinamakan dengan nasakh kulli dan kewarisan disebut 

dengan nasakh juz’i untuk zawil furudh dan zawil qarabah, sehingga 

wasiat hanya berlaku bagi ahli waris yang terhalang untuk 

mendapatkan harta warisan dan wasiat itu tidak boleh lebih dari 

sepertiga harta dari jumlah harta pewasiat.34     

 

                                                 
33Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2008), h. 78  
34Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits, (Jakarta: 

Tintamas, 1990), h. 93  



50
HUKUM KEWARISAN ISLAM 
ANTARA TEORI DAN PRAKTEK

 
 
 
 

BAB VII 
 

AHLI WARIS FURUD DAN ASABAH 
 

 

  

A. Ahli Waris 
Ahli waris laki-laki, berdasarkan urutan kelompoknya sebagai 

berikut:  

1. Anak laki-laki 

2. Cucu laki-laki garis laki-laki dan seterusnya ke bawah 

3. Bapak 

4. Kakek dari bapak 

5. Saudara laki-laki sekandung 

6. Saudara laki-laki seayah 

7. Saudara laki-laki seibu 

8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung 

9. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah 

10. Paman/saudara bapak sekandung 

11. Paman seayah 

12. Anak laki-laki paman sekandung 

13. Anak laki-laki paman seayah 

14. Suami 

15. Laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya 
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BAB VII 
 

AHLI WARIS FURUD DAN ASABAH 
 

 

  

A. Ahli Waris 
Ahli waris laki-laki, berdasarkan urutan kelompoknya sebagai 

berikut:  

1. Anak laki-laki 

2. Cucu laki-laki garis laki-laki dan seterusnya ke bawah 

3. Bapak 

4. Kakek dari bapak 

5. Saudara laki-laki sekandung 

6. Saudara laki-laki seayah 

7. Saudara laki-laki seibu 

8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung 

9. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah 

10. Paman/saudara bapak sekandung 

11. Paman seayah 

12. Anak laki-laki paman sekandung 

13. Anak laki-laki paman seayah 

14. Suami 

15. Laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya 

 

 

 

Adapun ahli waris perempuan adalah sebagai berikut: 

1. Anak perempuan 

2. Cucu perempuan garis laki-laki 

3. Ibu 

4. Nenek garis bapak 

5. Nenek garis ibu 

6. Saudara perempuan sekandung 

7. Saudara perempuan seayah 

8. Saudara perempuan seibu 

9. Isteri 

10. Perempuan yang memerdekakan35 

 

B. Al-Furud al-Muqaddarah  

Furud al-muqaddarah maksudnya adalah bagian-bagian yang 

telah ditentukan besar kecilnya di dalam al-Qur’an. Bagian-bagian 

itu yang akan diterima ahli waris menurut jauh dekatnya hubungan 

kekerabatan. 

Adapun hak-hak yang diterima ahli waris ashab al-furud 

adalah: 

1. Anak perempuan berhak menerima bagian: 

 1/2 jika sendirian dan tidak bersama anak laki-laki 

 2/3 jika dua orang atau lebih dan tidak bersama anak laki-

laki 

 

2. Cucu perempuan garis laki-laki berhak menerima: 

 1/2 jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak 

terhalang 

 2/3 jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak 

terhalang 

 1/6 sebagai pelengkap 2/3 jika bersama seorang anak 

perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak terhalang 

                                                 
35Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, op.cit., h. 51 
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3. Ibu berhak menerima bagian : 

 1/3 jika tidak ada anak atau cucu atau saudara dua orang 

atau lebih 

 1/6 jika ada anak atau cucu atau bersama dua orang 

saudara atau lebih 

 1/3 x sisa, dalam masalah garrawain, yaitu apabila ahli 

waris terdiri dari : suami atau isteri, ibu dan bapak 

 

4. Bapak berhak menerima bagian : 

 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki 

 1/6 + sisa jika bersama anak perempuan atau cucu 

perempuan garis laki-laki 

 

5. Nenek jika tidak terhalang berhak menerima bagian: 

 1/6 jika seorang 

 1/6 dibagi rata, apabila nenek lebih dari seorang dan 

sederajat kedudukannya. 

 

6. Kakek jika tidak terhalang berhak menerima bagian: 

 1/6 jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki 

 1/6 + asabah  jika bersama anak atau cucu perempuan 

tanpa ada anak laki-laki 

 

7. Saudara perempuan sekandung, jika tidak terhalang berhak 

menerima bagian: 

 1/2 jika seorang dan tidak bersama saudara laki-laki 

sekandung 

 2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-

laki sekandung 
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3. Ibu berhak menerima bagian : 

 1/3 jika tidak ada anak atau cucu atau saudara dua orang 

atau lebih 

 1/6 jika ada anak atau cucu atau bersama dua orang 

saudara atau lebih 

 1/3 x sisa, dalam masalah garrawain, yaitu apabila ahli 

waris terdiri dari : suami atau isteri, ibu dan bapak 

 

4. Bapak berhak menerima bagian : 

 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki 

 1/6 + sisa jika bersama anak perempuan atau cucu 

perempuan garis laki-laki 

 

5. Nenek jika tidak terhalang berhak menerima bagian: 

 1/6 jika seorang 

 1/6 dibagi rata, apabila nenek lebih dari seorang dan 

sederajat kedudukannya. 

 

6. Kakek jika tidak terhalang berhak menerima bagian: 

 1/6 jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki 

 1/6 + asabah  jika bersama anak atau cucu perempuan 

tanpa ada anak laki-laki 

 

7. Saudara perempuan sekandung, jika tidak terhalang berhak 

menerima bagian: 

 1/2 jika seorang dan tidak bersama saudara laki-laki 

sekandung 

 2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-

laki sekandung 

 

 

 

8. Saudara perempuan seayah, jika tidak terhalang, berhak 

menerima bagian: 

 1/2 jika sendiri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah 

 2/3 jika dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki-

laki seayah 

 1/6 jika bersama dengan saudara perempuan sekandung 

seorang, sebagai pelengkap 2/3 

 

9. Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan kedudukannya 

sama. Apabila tidak terhalang, saudara seibu berhak menerima 

bagian: 

 1/6 jika sendiri 

 1/3 jika dua orang atau lebih 

 

10. Suami berhak menerima bagian: 

 1/2 jika tidak mempunyai anak atau cucu 

 1/4 jika bersama dengan anak atau cucu 

 

11. Isteri berhak menerima bagian: 

 1/4 jika tidak mempunyai anak atau cucu 

 1/8 jika mempunyai anak atau cucu. 

 

Jika seluruh ahli waris ada, tidak semua menerima bagian 

karena yang dekat menghalangi yang jauh. Beberapa contoh: 

1. Ahli waris terdiri dari: Asal Masalah 12 

 Seorang anak perempuan ½ 6/12 x 12 jt = 6 jt 

 Suami 1/4 3/12 x 12 jt = 3 jt 

 Bapak 1/6 + sisa 2/12 x 12 jt = 2 jt 

 

2. Ahli waris terdiri dari: Asal Masalah 24 

 Seorang cucu perempuan 1/2   

 Isteri 1/8 

 Ibu 1/6 
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 Saudara perempuan sekandung asabah 

 

3. Ahli waris terdiri dari: 

 Anak laki-laki  asabah 

 Anak perempuan  asabah 

 Ibu  1/6 

 Suami  1/4 

 Bapak  1/6 

 

C. Asabah bi Nafsih 
Asabah adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris ashab 

al-furud. Sebagai penerima bagian sisa, ahli waris asabah, terkadang 

menerima bagian banyak, terkadang menerima sedikit, tetapi 

kadang-kadang tidak menerima bagian sama sekali, karena habis 

diambil ahli waris ashab al-furud. 

Di dalam pembagian sisa harta warisan, ahli waris yang 

terdekatlah yang lebih dahulu menerimanya. Akibat cara pembagian 

ini, maka ahli waris asabah yang peringkat kekerabatannya berada 

dibawahnya tidak mendapatkan bagian.36 

Asabah bi nafsih, yaitu ahli waris yang karena kedudukan 

dirinya sendiri berhak menerima bagian asabah. Ahli waris kelompok 

ini semuanya laki-laki, yaitu: 

1. Anak laki-laki 

2. Cucu laki-laki garis laki-laki dan seterusnya ke bawah 

3. Bapak 

4. Kakek dari bapak 

5. Saudara laki-laki sekandung 

6. Saudara laki-laki seayah 

7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung 

8. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah 

9. Paman/saudara bapak sekandung 

                                                 
36Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, op.cit., h. 59 
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 Saudara perempuan sekandung asabah 

 

3. Ahli waris terdiri dari: 

 Anak laki-laki  asabah 

 Anak perempuan  asabah 

 Ibu  1/6 

 Suami  1/4 

 Bapak  1/6 

 

C. Asabah bi Nafsih 
Asabah adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris ashab 

al-furud. Sebagai penerima bagian sisa, ahli waris asabah, terkadang 

menerima bagian banyak, terkadang menerima sedikit, tetapi 

kadang-kadang tidak menerima bagian sama sekali, karena habis 

diambil ahli waris ashab al-furud. 

Di dalam pembagian sisa harta warisan, ahli waris yang 

terdekatlah yang lebih dahulu menerimanya. Akibat cara pembagian 

ini, maka ahli waris asabah yang peringkat kekerabatannya berada 

dibawahnya tidak mendapatkan bagian.36 

Asabah bi nafsih, yaitu ahli waris yang karena kedudukan 

dirinya sendiri berhak menerima bagian asabah. Ahli waris kelompok 

ini semuanya laki-laki, yaitu: 

1. Anak laki-laki 

2. Cucu laki-laki garis laki-laki dan seterusnya ke bawah 

3. Bapak 

4. Kakek dari bapak 

5. Saudara laki-laki sekandung 

6. Saudara laki-laki seayah 

7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung 

8. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah 

9. Paman/saudara bapak sekandung 

                                                 
36Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, op.cit., h. 59 

10. Paman seayah 

11. Anak laki-laki paman sekandung 

12. Anak laki-laki paman seayah 

13. Laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba 

sahaya 

 

D. Asabah bi al Ghair 
Ahli waris asabah bi al-Ghair adalah ahli waris yang menerima 

bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah 

menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, 

maka ia tetap menerima bagian tertentu. Ahli waris asabah bil ghair 

tersebut adalah: 

1. Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki 

2. Cucu perempuan garis laki-laki, bersama dengan cucu laki-laki 

garis laki-laki 

3. Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-

laki sekandung 

4. Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki 

seayah 

Ketentuan yang berlaku, apabila mereka bergabung menerima 

bagian asabah, ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali bagian 

perempuan 

 

E. Asabah ma’al-Ghair 

Asabah ma’al Ghair ialah ahli waris yang menerima bagian 

asabah karena bersama ahli waris lain yang bukan penerima bagian 

asabah. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia menerima bagian 

tertentu. Asabah ma al-Ghair ini diterima ahli waris: 

1. Saudara perempuan sekandung seorang atau lebih karena 

bersama dengan anak perempuan atau bersama dengan cucu 

perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih). Misalnya, 

seorang meninggal ahli warisnya terdiri dari seorang anak 
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perempuan, saudara perempuan sekandung dan ibu. Maka 

bagiannya: 

 Anak perempuan     1/2 

 Saudara perempuan sekandung    asabah 

 Ibu       1/6 

 

2. Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama 

dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih). 

Misalnya seorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari: 

seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan garis laki-

laki, dan 2 orang saudara perempuan seayah. Maka bagian 

masing-masing adalah: 

 Anak perempuan     1/2 

 Cucu perempuan garis laki-laki   1/6 

 2 Saudara perempuan seayah   asabah 
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perempuan, saudara perempuan sekandung dan ibu. Maka 

bagiannya: 

 Anak perempuan     1/2 

 Saudara perempuan sekandung    asabah 

 Ibu       1/6 

 

2. Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama 

dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih). 

Misalnya seorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari: 

seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan garis laki-

laki, dan 2 orang saudara perempuan seayah. Maka bagian 

masing-masing adalah: 

 Anak perempuan     1/2 

 Cucu perempuan garis laki-laki   1/6 

 2 Saudara perempuan seayah   asabah 

 

  

 
 
 
 

BAB VIII 
 

AHLI WARIS ZAWU AL-ARHAM DAN HIJAB 
 

 

 

A. Ahli Waris Zawil Arham 

Di dalam pembahasan fiqh mawaris, kata zawu al-arham 

digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk ke dalam 

ahli waris ashab al-furud dan asabah. Oleh karena itu menurut 

ketentuan al-Qur’an, mereka tidak berhak menerima warisan 

sepanjang ada ahli waris ashab al-furud, dan asabah ada. Malahan 

ada yang mengatakan bahwa mereka disebut sebagai gairu waris 

(bukan ahli waris). Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, 

bahwa ketentuan ahli waris diatur dalam al-Qur’an surat an-Nisaa’ 

ayat 11 dan 12 di atas, di mana telah diatur secara tegas siapa ahli 

waris ashab al-furud dan siapa ahli waris asabah. Dengan demikian, 

ahli waris yang tidak termasuk di dalam ayat tersebut, berarti tidak 

berhak menerima warisan, dan mereka itu adalah zawu al-arham. 

Persoalan yang muncul adalah apabila si mayit tidak 

mempunyai ahli waris ashab al-furud dan asabah, sementara yang 

ada hanya ahli waris zawu al-arham. Misalnya, seseorang meninggal 

hanya mempunyai cucu perempuan dari anak perempuan. 

Dari kalangan sahabat seperti Zaid ibn Tsabit, Ibn Abbas 

(dalam satu riwayat) dari golongan tabiin seperti Said ibn Musayyab, 

dari imam mazhab seperti Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat 

bahwa zawul arham tidak termasuk ahli waris. Apabila seseorang 
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meninggal dunia tidak ada ahli waris ashab al-furud dan tidak ada 

pula ahli waris asabah, maka harta peninggalannya menjadi hak 

baitul mal. Mereka beralasan bahwa ayat-ayat mawaris sudah 

dijelaskan kerabat yang menjadi ahli waris disertai dengan 

pembagian untuk masing-masingnya. Menjadikan zawul arham 

sebagai ahli waris berarti menambah ketentuan kitab Allah 

berdasarkan semata-mata pikiran. 

Yang berpendapat bahwa zawul arham termasuk kelompok 

ahli waris adalah Umar ibn Khatab, Ali, Ibn Mas’ud dan sebagian 

besar sahabat yang lainnya, serta Imam Abu Hanifah dan 

sahabatnya, apabila ahli waris ashab al-furud dan asabah tidak ada 

sama sekali, maka zawul arham berhak mewarisinya.37  

 

B. Hijab 

Hijab secara harfiyah berarti penghalang. Dalam fiqh mawaris, 

istilah hijab digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh 

hubungan kekerabatannya terhalang oleh ahli waris yang dekat. Ahli 

waris yang terhalang secara total oleh ahli waris lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Kakek, terhalang oleh ayah 

2. Nenek dari ibu terhalang oleh ibu 

3. Nenek dari ayah terhalang oleh ayah dan ibu 

4. Cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalang oleh anak laki-laki 

5. Cucu perempuan dari anak laki-laki terhalang oleh: 

 Anak laki-laki 

 Anak perempuan dua orang atau lebih 

 

6. Saudara sekandung (laki-laki/perempuan) terhalang oleh: 

 Anak laki-laki 

 Cucu laki-laki 

 Ayah 

                                                 
37Muslim Mulyani, op.cit., h. 114 
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meninggal dunia tidak ada ahli waris ashab al-furud dan tidak ada 

pula ahli waris asabah, maka harta peninggalannya menjadi hak 

baitul mal. Mereka beralasan bahwa ayat-ayat mawaris sudah 

dijelaskan kerabat yang menjadi ahli waris disertai dengan 

pembagian untuk masing-masingnya. Menjadikan zawul arham 

sebagai ahli waris berarti menambah ketentuan kitab Allah 

berdasarkan semata-mata pikiran. 

Yang berpendapat bahwa zawul arham termasuk kelompok 

ahli waris adalah Umar ibn Khatab, Ali, Ibn Mas’ud dan sebagian 

besar sahabat yang lainnya, serta Imam Abu Hanifah dan 

sahabatnya, apabila ahli waris ashab al-furud dan asabah tidak ada 

sama sekali, maka zawul arham berhak mewarisinya.37  

 

B. Hijab 

Hijab secara harfiyah berarti penghalang. Dalam fiqh mawaris, 

istilah hijab digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh 

hubungan kekerabatannya terhalang oleh ahli waris yang dekat. Ahli 

waris yang terhalang secara total oleh ahli waris lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Kakek, terhalang oleh ayah 

2. Nenek dari ibu terhalang oleh ibu 

3. Nenek dari ayah terhalang oleh ayah dan ibu 

4. Cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalang oleh anak laki-laki 

5. Cucu perempuan dari anak laki-laki terhalang oleh: 

 Anak laki-laki 

 Anak perempuan dua orang atau lebih 

 

6. Saudara sekandung (laki-laki/perempuan) terhalang oleh: 

 Anak laki-laki 

 Cucu laki-laki 

 Ayah 

                                                 
37Muslim Mulyani, op.cit., h. 114 

7. Saudara seayah (laki-laki/perempuan) terhalang oleh: 

 Anak laki-laki 

 Cucu laki-laki 

 Ayah 

 Saudara sekandung laki-laki 

 Saudara sekandung perempuan 

 

8. Saudara seibu (laki-laki/perempuan) terhalang oleh : 

 Anak laki-laki 

 Cucu laki-laki dan cucu perempuan 

 Ayah 

 Kakek 

 

9. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung terhalang oleh: 

 Anak laki-laki 

 Cucu laki-laki 

 Ayah atau kakek 

 Saudara laki-laki sekandung atau seayah 

 Saudara perempuan sekandung atau seayah yang 

menerima asabah ma’al ghair 

 

10. Anak laki-laki saudara seayah terhalang oleh: 

 Anak atau cucu laki-laki 

 Ayah atau kakek 

 Saudara laki-laki sekandung atau seayah 

 Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung 

 Saudara perempuan sekandung atau seayah yang 

menerima asabah ma’al ghair 

 

11. Paman sekandung terhalang oleh: 

 Anak atau cucu laki-laki 

 Ayah atau kakek 
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 Saudara laki-laki sekandung atau seayah 

 Anak laki-laki saudara sekandung atau seayah 

 Saudara perempuan sekandung atau seayah yang 

menerima asabah ma’al ghair 

 

12. Paman seayah terhalang oleh: 

 Anak atau cucu laki-laki 

 Ayah atau kakek 

 Saudara laki-laki sekandung atau seayah 

 Saudara perempuan sekandung atau seayah yang 

menerima asabah ma’al ghair 

 Paman sekandung 

 

13. Anak laki-laki paman sekandung terhalang oleh: 

 Anak atau cucu laki-laki 

 Ayah atau kakek 

 Saudara laki-laki sekandung atau seayah 

 Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah 

 Saudara perempuan sekandung atau seayah yang 

menerima asabah ma’al ghair 

 Paman sekandung atau seayah 

 

14. Anak laki-laki paman seayah terhalang oleh: 

 Anak atau cucu laki-laki 

 Ayah atau kakek 

 Saudara laki-laki sekandung atau seayah 

 Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah 

 Saudara perempuan sekandung atau seayah yang 

menerima asabah ma’al ghair 

 Paman sekandung atau seayah 

 Anak laki-laki paman sekandung. 
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 Saudara laki-laki sekandung atau seayah 

 Anak laki-laki saudara sekandung atau seayah 

 Saudara perempuan sekandung atau seayah yang 

menerima asabah ma’al ghair 

 

12. Paman seayah terhalang oleh: 

 Anak atau cucu laki-laki 

 Ayah atau kakek 

 Saudara laki-laki sekandung atau seayah 

 Saudara perempuan sekandung atau seayah yang 

menerima asabah ma’al ghair 

 Paman sekandung 

 

13. Anak laki-laki paman sekandung terhalang oleh: 

 Anak atau cucu laki-laki 

 Ayah atau kakek 

 Saudara laki-laki sekandung atau seayah 

 Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah 

 Saudara perempuan sekandung atau seayah yang 

menerima asabah ma’al ghair 

 Paman sekandung atau seayah 

 

14. Anak laki-laki paman seayah terhalang oleh: 

 Anak atau cucu laki-laki 

 Ayah atau kakek 

 Saudara laki-laki sekandung atau seayah 

 Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah 

 Saudara perempuan sekandung atau seayah yang 

menerima asabah ma’al ghair 

 Paman sekandung atau seayah 

 Anak laki-laki paman sekandung. 

 

Beberapa contoh penyelesaian pembagian harta warisan: 

1. Ahli waris terdiri dari: anak perempuan, isteri, ibu, dan ayah. Harta warisan Rp. 

96.000.000,- 

 Anak perempuan 1/2 

 Isteri 1/8 

 Ibu 1/6 

 Ayah 1/6 + asabah AM: 24 

 

 Anak perempuan 1/2 12/24 x Rp. 96.000.000= Rp. 48.000.000,- 

 Isteri 1/8 3/24   x Rp. 96.000.000= Rp. 12.000.000,- 

 Ibu 1/6 4/24   x Rp. 96.000.000= Rp. 16.000.000,- 

 Ayah 1/6 + asabah 5/24   x Rp. 96.000.000= Rp. 20.000.000,- 

  

2) Seorang meninggal ahli warisnya terdiri dari: isteri, ibu, bapak dan anak laki-laki. 

Harta warisannya Rp. 48.000.000,-. Bagian masing-masing adalah: 

 Isteri 1/8 

 Ibu 1/6 

 Bapak 1/6 

 Anak laki-laki As AM = 24 

 

 Isteri 1/8 3/24 x Rp. 48.000.000,-= Rp. 6.000.000,- 

 Ibu 1/6 4/24 x Rp. 48.000.000,-= Rp. 8.000.000,- 

 Bapak 1/6 4/24 x Rp. 48.000.000,-= Rp. 8.000.000,- 

 Anak laki-laki As 13/24 x Rp. 48.000.000,-= Rp. 26.000.000,- 
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